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A. Bank

1. Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana
dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta
memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.! Oleh
karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus
mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut
dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank
Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana

dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.

Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh
pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan
pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal.
Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana
tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk

pinjaman antar bank (interbank call money) berjangka 1 hari hingga 1

! Kuncoro, Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, 2002, him.68



minggu.Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli

dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat

ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang

terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1

angka (2) memberikan pengertian tentang bank yaitu:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak™.

2. Jenis-jenis Bank

a. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya?

1)

2)

Bank Sentral

Suatu institusi/ lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga
stabilitas ekonomi/ kebijakan moneter pada suatu negara. Bank
Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada
pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal
bagi perekonomian (low/zero inflation), dengan mengontrol
keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang
beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan
instrumen dan otoritas yang dimilikinya.

Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan uang menawarkan berbagai

layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti

2 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002



menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai
bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang
membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi,
jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain

sebagainya. Bank umum bersifat mencari keuntungan/ komersil.

b. Jenis- jenis bank berdasarkan kepemilikan®

1)

2)

3)

4)

5)

Bank Pemerintah, bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh
pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Bank Swasta Nasional, bank yang sebagian besar modalnya dimiliki
oleh swasta nasional Indonesia.

Bank Koperasi, bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya
dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi.

Bank Asing, bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya
dimiliki oleh asing, baik swasta maupun pemerintah asing.

Bank Campuran, bank yang modalnya dimiliki swasta nasional
Indonesia dan asing, dan pada umumnya sebagian besar sahamnya

dimiliki oleh swasta Indonesia.

c. Jenis-jenis bank berdasarkan statusnya®

1)

2)

Bank devisa, bank yang melaksanakan transaksi luar negeri atau
transaksinya berhubungan dengan valas.
Bank nondevisa, bank yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi

dengan luar negeri atau berkaitan dengan valas.

% Kasmir, Ibid
* Kasmir, Ibid



d. Jenis-jenis bank berdasarkan cara menentukan harga®
1) Bank konvensional, bank yang dalam menentukan harganya
menetapkan suatu tingkat bunga tertentu, baik untuk dana yang
dikumpulkan maupun disalurkan.
2) Bank syariah, bank yang penentuan harganya tidak menetapkan
suatu tingkat bunga tertentu tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip

syariah.

PT. Bank Pundi KCU Malahayati Teluk Betung Bandar Lampung dalam jenis-
jenis Bank diatas termasuk jenis Bank umum yang merupakan lembaga keuangan
yang menawarkan layanan produk dan jasa seperti memberi pinjaman kredit
kepada msayarakat yang membutuhkan. Dilihat dari menentukan harga PT. Bank
Pundi merupakan jenis Bank konvensional dimana menetapkan suatu tingkatan
bunga dan berdasarkan kepemilikannya PT. Bank Pundi KCU Malahayati Teluk
Betung Bandar Lampung dimiliki oleh Bank Swasta Nasional karena sebagian

modalnya dimiliki oleh bank swasta nasional.

3. Fungsi Bank
Fungsi bank secara umum yaitu® :
A. Bank Umum
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito,
sertifikat deposito, dan tabungan;
2.  Memberikan kredit;

3. Menerbitkan surat pengakuan utang;

> Kasmir, Ibid
® Suyatno, Thomas, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Edisi 111, 2001



4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk
kepentingan bank itu sendiri;

5. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan atau dengan pihak ketiga;

6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; dan

7. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

B. Bank Sentral’
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank
Indonesia berwenang:
a. Menetapkan sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi;
dan
b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang
termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1) Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta
asing;
2) Penetapan tingkat diskonto;
3) Penetapan cadangan wajib minimum; dan
4) Pengaturan kredit atau pembiayaan.
Cara-cara pengendalian moneter dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip
syariah.Pelaksanaan ketentuan tersebut ditetapkan Peraturan Bank Indonesia.

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

" Suyatno, Thomas, Ibis
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Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, bank

Indonesia berwenang:

a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas
penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; dan

b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem  pembayaran  untuk
menyampaikan laporan tentang kegiatannya.

Pelaksanaan kewenangan di atas ditetapkan dengan Peraturan Bank

Indonesia.

3. Mengatur dan mengawasi bank

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank

Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas

kelembagaan dan kegiatan wusaha tertentu dari bank, melaksanakan

pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan

peraturan Bank Indonesia.

C. Bank Perkreditan Rakyat®
1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan
deposito.
2. Memberikan pinjaman kepada masyarakat.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip

syariah.

8 Suyatno, Thomas, Ibid
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Adapun fungsi bank secara khusus yaitu® :

1. Agent Of Trust
Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan
perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam penghimpun dana maupun
penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank
apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di bangun kepercayaan
baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini
akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini penting dibangun
karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik
dari segi penyimpangan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran

dana tersebut.

2. Agent Of Development
Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi.
Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi
lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut
memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi,
serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi ,
distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang.
Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah

kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

% Suyatno, Thomas, Ibid
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Agent Of Services

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi.
Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga
memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakan. Jasa
yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian

masyarakat secara umum.

B. Kredit dan Perjanjian Kredit

1.

Pengertian Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Berdasarkan rumusan perjanjian di atas maka unsur-unsur perjanjian adalah

sebagai berikut:

a.

b.

Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang;
Ada persetujuan antara pihak-pihak itu;
Ada tujuan yang akan dicapai;

Ada prestasi yang akan dilaksanakan;

Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan; dan

Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian pelaksanaan yang mengandung janji-

janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Berdasarkan hal tersebut

maka timbullah hubungan antara para pihak, dimana pihak yang satu berhak

menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk
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memenuhinya. Dengan demikian hubungan perjanjian dengan perikatan ialah

perjanjian menerbitkan perikatan bagi masing-masing pihak.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang

ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan mempunyai akibat

hukum menurut Pasal 1320 KUHPdt adalah sebagai berikut:

a.

Sepakat mereka yang mengikat dirinya, yang artinya adalah adanya
persetujuan antara pihak yang membuat perjanjian tanpa adanya paksaan,
kekhilafan atau penipuan.

Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Cakap menurut hukum yaitu apabila
orang tersebut telah dewasa yaitu sudah mencapai 21 tahun atau sudah
menikah walaupun belum berumur 21 tahun dan sehat pikirannya atau tidak
dibawah pengampuan.

Mengenai suatu hal tertentu, yang artinya adalah suatu perjanjian dibuat
karena adanya keinginan dari masing-masing pihak untuk menginginkan
suatu prestasi dan hal ini merupakan pokok dari suatu perjanjian serta sesuatu
yang wajib dipenuhi. Artinya dalam membuat perjanjian apa yang
diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa
ditetapkan.

Suatu sebab yang halal, yang artinya adalah bahwa suatu sebab dalam suatu
perjanjian tidaklah dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan
dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum dan perjanjian yang dibuat
karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang maka suatu perjanjian

tersebut tidaklah mempunyai suatu kekuatan.
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2. Pengertian Kredit dan Pengertian Perjanjian Kredit

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan
membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman
uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau
angsuran sesuai dengan perjanjian. Artinya kredit dapat berbentuk barang atau
berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang
dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan

tertentu.”

Perkataan kredit sesungguhnya berasal dari bahasa latin “credere” yang berarti
kepercayaan, atau “credo” yang berarti saya percaya. Jadi seandainya seseorang
memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (trust). Dengan kata lain
maka kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang
atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang
bersangkutan pada masa yang akan datang memenuhi segala sesuatu kewajiban

yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.**

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain
danprestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan

datangdisertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.*?

Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan

dikatakan populer (dan merakyat), sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah

O asmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Baru), Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2000, him. 1

1 Thomas Suyatno, et.al, Dasar-Dasar Perkreditan, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1997, him.12
12Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit, PT. Bina Aksara, Jakarta,
1983, him. 12
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dicampurbaurkan begitu saja dengan istilah utang. Bahkan dalam dunia
pendidikan dengan sistem kredit semester yang baru, istilah kredit sudah memiliki

konotasi khusus tersendiri dibanding asalnya.™

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
Pasal 1 angka (11) mengatakan arti kredit sebagai berikut :
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakandengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjamantara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untukmelunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kredit antara lain diartikan pinjaman
uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, dan pinjaman sampai
batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.**Adapun kata
utang, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain diartikan “uvang yang

dipinjam dari orang lain”.

Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis
pasar bunga (interest based), sedangkan dalam hukum perbankan syariah lebih
dikenal dengan istilah pembiayaan (financing) ataupun bagi hasil (profit

sharing).'®

Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan

pembayaran.Maksudnya pengembalian atas penerimaan uang dan atau suatu

3 D.Gandaprawira, Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional Dan Internasional, Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1992, him.1

¥ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasalndonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988, him.465

15 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Ibid, him.1000

16 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 2007, him.98
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barang tidakdilakukan bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi

pengembaliannya dilakukanpada masa tertentu yang akan datang.'’

Defenisi kredit bersifat umum, karena sesungguhnya setiap pemberian
kreditdisertai berbagai perjanjian khusus dan klausul tersendiri, yang memuat
larangan dankeharusan yang harus dilakukan oleh nasabah terhadap bank pemberi

kredit.'®

Didalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan langsungyaitu
pihak yang kelebihan uang disebut pemberi kredit dan yang membutuhkandisebut
penerima  kredit. Bilamana terjadi pemberian kredit berarti pihak
yangberkelebihan uang memberikan uangnya (prestasi) kepada pihak yang
memerlukanuang dan pihak yang memerlukan uang berjanji akan mengembalikan
uang tersebutdisuatu waktu tertentu dimasa yang akan datang. Disini terkaitlah
faktor waktu antarapemberian prestasi dan penerimaan prestasi tersebut.
Tenggang waktu antarapemberian dan penerimaan kembali prestasi ini adalah

sesuatu hal yang abstrak, yangtak dapat diukur secara nyata, sukar untuk diraba.*

Dari pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaandapat
berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh
berbentuktagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk
pembelian rumah ataumobil, kredit ini berarti nasabah tidak memperoleh uang
tetapi rumah, karena bankmembayar langsung kedevelover dan nasabah hanya

membayar cicilan rumahtersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan

17Edy Putra Tje Aman , Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1989,
him.1

'8 Mahmoeddin, Melacak Kredit Bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, him.2
Muchdarsyah Sinungan,Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit, Op. Cit., him.12
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antara bank(kreditur) dengannasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka
sepakat sesuai dengan perjanjianyang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit
tercakup hak dan kewajiban masing-masingpihak, termasuk jangka waktu serta

bunga yang ditetapkan bersama.

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya
kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai
debitur. Unsur-unsur dari kegiatan kredit antara lain :*°

a. Kepercayaan;

b. Tenggang Waktu;

c. Degree of risk;

d. Prestasi.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai
perjanjian prinsipiil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan
berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah
bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank

kepada nasabah debitur.?

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada ketentuan tentang
bagaimana seharusnya bentuk suatu perjanjian, artinya perjanjian dapat

dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Di

*Thomas Suyatno,et.al., Dasar-Dasar Perkreditan, Cetakan Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1990,
him. 12-13

2! Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2005, him. 71
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dalamperjanjian kredit juga tidak ada ketentuan bahwa perjanjian kredit harus

dalam bentuk tertentu.??

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menentukan pedoman umum bahwa
perjanjian harus dibuat dengan kata sepakat kedua belah pihak. Kata sepakat
tersebut dapat berbentuk isyarat, lisan, dan tertulis. Dalam bentuk tertulis,
perjanjian dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan dan akta autentik. Dalam
praktik bank, bentuk perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta di bawah tangan

dan akta autentik (akta notaris).?*

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 perjanjian kredit adalah perjanjian
pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. Setiap kredit yang
telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib

dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Praktiknya, perjanjian kredit sering mengakomodasi hal-hal yang semuanya telah
dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko) seperti jumlah dan
batas waktu pinjaman syarat pembayaran kembali pinjaman. Calon debitur tinggal
membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian
tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk
membicarakan lebih lanjut isi atau klausula-klausula yang diajukan pihak bank.

Pada tahap ini, kedudukan calon debitur sangat lemah, sehingga menerima saja

?2 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat
pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam
Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, him.179
23 Tan Kamello, “Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara
Bank dengan Nasabah”. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang [lmu Hukum
Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, Medan,
2006
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syarat-syarat yang diberikan oleh pihak bank, karena jika tidak demikian calon

debitur tidak akan mendapatkan pinjaman kredit yang diinginkan.

3. Fungsi dan Jenis Kredit

Fungsi utama dari kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani
kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan,
mendorong pertumbuhan produksi, jasa-jasa yang pada akhirnyaditujukan untuk

meningkatkan taraf hidup manusia.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagidebitur,
kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yanglebih baik.
Maksudnya, baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkankemajuan.
Kemajuan tersebut dapat tergambar apabila mereka memperolehkeuntungan juga
mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat ataupunnegara mengalami
suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuanekonomi,baik yang
bersifat mikro maupun makro.

Dari manfaat nyata danmanfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam
kehidupanperekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi :*

a. Meningkatkan daya guna uang;

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;

c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;

d. Salah satu alat stabilitas ekonomi;

e. Meningkatkan kegairahan berusaha;

*Thomas Suyatno,et.al., Dasar-Dasar Perkreditan, him. 14-16
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f.  Meningkatkan pemerataan pendapatan;

g. Meningkatkan hubungan internasional.

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan
dana.Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi

beragam. Halini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah.

Dari segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit terdiri atas :%
a.Kredit Konsumtif
Yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta
yangdiberikan  kepada perseorangan untuk membiayai  keperluan
konsumsinya untukkebutuhan sehari-hari.
b.Kredit Produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi.
Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan
sebagaipembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-
mesin, jugauntuk membiayai rehabilitasi, ekspansi, relokasi proyek atau
pendirian proyekbaru.
Kredit eksploitasi  yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan
pembiayaankebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan
baku,persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi, serta piutang,
sedangkanjangka waktunya berlaku pendek. Di Indonesia jenis kredit eksploitasi
ini boleh

dikatakan sudah dilakukan sejak lama, yaitu sejak tahun 1950-an.?®

»Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,
him. 488

*®Faried Wijaya,et.al., Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan, Teori dan
Kebijakan, Edisi Kedua Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 1991, him.60
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Berdasarkan jangka waktu, jenis kredit terdiri atas :*

a.

4.

Kredit Investasi

Kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian
barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi,
perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.
Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing
untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan
jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan

antara para pihak yang bersangkutan.

Prinsip-prinsip Penilaian Dalam Pemberian Kredit

Untuk menentukan nilai kredit, terdapat beberapa formulasi. Formula yang sudah

lazim digunakan adalah Formula 4P dan Formula 5C, yaitu:

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut :

a.

Personality

Bank mencari data tentang kepribadian si pemohon kredit seperti riwayat
hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman usaha/pekerjaan dan
sebagainya), keadaan keluarga (istri,anak), serta hal-hal lain yang erat dengan
hubungannya dengan kepribadian pemohon kredit.

Purpose

Bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut

sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan.

%" Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2005, him. 60
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Prospect

Bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk
usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha
yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari
ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyrakat.

Payment

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas
mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit

dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut:

Character

Manfaat dari penelitian character ini adalah mengetahui sampai sejauh mana
tingkat kejujuran dan itikad baik, yaitu kemampuan untuk memnuhi
kewajiban-kewajiban calon debitur.

Capacity

Merupakan suatu penelitian kepada calon debitur mengenai kemampuan
untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan
atau kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas kredit.
Capital

Merupakan dana atau modal sendiri merupakan faktor yang penting untuk
mencegah goncangan dari luar misalnya dalam situasi pasar modal dengan

suku bunga tinggi.
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Collateral

Merupakan barang-barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur
sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Jaminan ini sabagai pelengkap
dari kelayakan atau keterlaksanaan proyek dari calon debitur.

Condition

Dimaksudkan situasi dan kondisi poliyik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-
lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat atau kurun
waktu tertentu yang memungkinkan untuk mempengaruhi keadaan usaha dari

calon debitur.

Disamping menggunakan prinsip pemberian kredit 4P dan 5C diatas, bank dalam

memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3R, vaitu :

a.

Returns (Hasil yang Diperoleh)

Yakni hasil yang diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah
dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditor. Artinya perolehan
tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-
ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk
cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

Repayment (Pembayaran Kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan,
yaitu apakah kemampuan bayar tersebut macth dengan schedule pembayaran
kembali dari kredit yang akan diberikan bank. Ini juga merupakan hal yang

tidak boleh diabaikan.
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Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko)

Hal lain yang perlu diperhitungkan juga sejaun mana terdapatnya kemampuan
debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal di luar
antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya
kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan
dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko

tersebut.?®

C. Jaminan
1. Pengertian Jaminan
Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau cautie.
Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin
dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap
barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah
agunan dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan. Agunan adalah :

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka

mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.”

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (accessoir). Tujuan
agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh

debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu :

28 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, him.25-27
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a. Jaminan tambahan;

b. Diserahkan oleh debitur kepada bank;

c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur

untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.*

2. Jenis Jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang
berlaku di Luar Negeri. Dalam Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang
Perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya
jaminan.”

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

a. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; dan

b. Jaminan immateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak
mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan
mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak
memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh
harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang

bersangkutan.

Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang
mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan

terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan

% M.Bahsan, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta, 2002,
him.148
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jaminan immateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan
langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur

tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.*

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada
jaminan materiil, yaitu :

a. Hak mutlak atas suatu benda;

b.  Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;

c. Dapat dipertahankan terhadap siapa pun;

d. Selalu mengikuti bendanya; dan

e. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Unsur jaminan perorangan, yaitu :
a.  Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan

c. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu :

a. Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku Il KUH Perdata;

b. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku Il KUH Perdata;

c. Credietverband, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah

diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;

%0 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya
Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, 1977,hIm.46-47
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d. Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;

e. Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun
1999.

Yang termasuk jaminan perorangan adalah :

a. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;

b. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan

c. Perjanjian garansi.

Dari kedelapan jenis jaminan di atas, maka yang masih berlaku adalah :
a. Gadai;

b. Hak tanggungan

c. Jaminan fidusia;

d. Hipotek atas kapal laut dan pesawat udara;

e. Penanggung (borg);

f. Tanggung-menaggung; dan

g. Perjanjian garansi.

Pembebanan hak atas tanah yang menggunakan lembaga hipotek dan
credietverband sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan pembebanan
jaminan atas kapal laut dan pesawat udara masih tetap menggunakan lembaga

hipotek.

3. Syarat-syarat benda jaminan
Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada lembaga

perbankan atau lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijaminkan
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adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda

jaminan yang baik adalah :

a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang
memerlukannya;

b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau
meneruskan usahanya;

c. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan
setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan

untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.**

D. Gambaran Umum PT Bank Pundi KCU Malahayati Teluk Betung
Bandar Lampung

Pengajuan kredit yang diteliti ini adalah di PT Bank Pundi KCU Malahayati Teluk
Betung yang beralamat di JL. Laksmana Malahayati No. 230 Teluk Betung
Selatan Bandar Lampung. Latar belakang PT Bank Pundi berdiri pada tanggal 11
September 1992 dengan nama PT. Executive Internasional Bank (Bank
Eksekutif). Setelah melalui rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal
30 Juni 2010, para pemegang saham menyetujui perubahan nama Perseroan
menjadi PT. Bank Pundi Indonesia Tbk bersamaan dengan kesepakatan masuknya

PT. Recapital Securities sebagai Pemegang Saham Pengendalian Perseroan.

Selain perubahan tersebut, perubahan juga terjadi dalam penerapan strategi bisnis.

Sebelumnya Perseroan lebih fokus kepada sektor korporasi, kemudian

3! Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan menurut
Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, him.73
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bertrasformasi menjadi bank yang menitikberatkan pada pengembangan

pembiayaan di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebagai salah satu kantor cabang (KC) dari 38 kantor Cabang Bank Eksekutif
sebelumnya, KC Malahayati tetap dipertahankan sebagai salah satu Kantor
Cabang Utama setelah perubahan komposisi pemegang saham dan pergantian
nama bank dengan izin operasional Bank Indonesia dikeluarkan pada tanggal 4
Februari 2011. Hal ini sejalan dengan strategi bisnis Bank Pundi di atas
sebagaimana Provinsi Lampung khususnya Kota Bandar Lampung memiliki
potensi UMKM yang cukup besar sedangkan bank dengan konsentrasi segmentasi

bisnis kredit (lending) dan penghimpunan dana (funding) UMKM masih sedikit.

Keunggulan/kelebihan PT Bank Pundi KCU Malahayati Teluk Betung Bandar
Lampung yaitu memberikan jaminan dalam kemudahan bertransaksi kepada
seluruh nasabah dan kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
dari Aceh sampai Papua, mengutamakan kenyamanan dan kemudahan
bertransaksi serta produk dan layanan yang tersedia dirancang khusus dengan
prosedur yang mudah dipahami, peralatan elektronik yang mudah digunakan dan
fasilitas yang memadai, memahami kebiasaan, adat istiadat dan karakteristik
masyarakat setempat untuk memudahkan berinteraksi dalam bertransaksi
memiliki ragam produk dan layanan financial yang sesuai dengan dinamika mitra

dan nasabahnya.

Adapun ketertarikan para nasabah memilih Bank Pundi sebagai bank yang
terpercaya yaitu, memiliki staf pemasaran yang cukup banyak pada setiap kantor

cabang sehingga dapat melayani para nasabah dengan cepat, tanggap dan tepat,
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memiliki tenaga kerja profesional dan terlatih dalam bidangnya dimana hal ini di

dukung oleh program pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Bank Pundi

produk dan layanan yang kompetitif, sentuhan kekeluargaan dari Bank Pundi

dengan tetap menjunjung profesionalisme serta kemudahan dan kecepatan dalam

proses pemberian kredit.

Produk kredit yang ditawarkan oleh PTBank Pundi sendiri terbagi dalam 2 (dua)

UMKM vyaitu :

1. Produk Mikro

Produk untuk semua jenis pengusaha terutama pengusaha mikro, terdiri dari :

a.

Pundi Pundi

Program kredit dengan tujuan penggunaan modal Kkerja tanpa
menggunakan agunan. Plafond Rp. 5 juta s/d Rp. 50 juta dan tenor
maksimal 24 bulan.

Pundi Perunggu

Program kredit beragunan dengan tujuan penggunaan modal kerja dan
atau investasi. Range plafond Rp. 5 juta s/d Rp. 100 juta dan tenor
maksimal 60 bulan untuk modal kerja sedangkan investasi sampai
dengan 84 bulan.

Pundi Perak

Karakteristik produk hampir sama dengan pundi perunggu namun range
plafond lebih dari Rp. 100 juta sampai dengan 350 juta.

Pundi Emas

Sama dengan pundi perak namun range plafond lebih dari Rp. 350 juta

sampai dengan 500 juta.
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Pundi Rekening Koran (PRK)

Sifat plafond revolving yang berarti debitur memiliki kebebasan dalam
menarik jumlah dana sesuai dengan saldo yang tersedia dan maksimum
plafond Rp. 100 juta. Tenor maksimal 12 bulan dimana setiap bulannya
debitur hanya membayar sejumlah bunga sesuai dengan saldo debit atau

plafond yang terpakai saja.

2. Produk Small and Medium Enterprise (SME)

Produk yang diperuntukkan bagi penguasaha perorangan dengan omzet Rp.

300 juta s/d Rp. 25 milyar per tahun., terdiri dari :

a.

Pundi Emas SME

Plafond lebih dari Rp. 500 juta s/d Rp. 10 milyar dengan skema kredit
angsuran berjangka dann kredit berjangka.

Pundi Rekening Koran SME

Memiliki karakteristik hampir sama dengan Pundi Rekening Koran
Mikro, tetapi memiliki total eksposure (maksimum plafond) yang sama

dengan Pundi Emas SME.



E. Kerangka Pikir

Debitur
Nasabah

—_—)

Perjanjian

Kredit
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Pundi Perak
No.051/F/510-P4/05/11

\ 4

Kreditur

PT. Bank Pundi
KCU Malahayati
Teluk Betung
B.Lampung

Syarat dan Prosedur

Perjanjian Kredit Pundi Perak

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian Kredit Pundi Perak




